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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Dl
KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik

bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana
prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, informasi, petugas pelaksana

pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta
kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Ruangan Desk

Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut
dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, printer, ruang tunggu, air

conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan

Jum’at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari Waktu Pelayanan Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis 09.00 - 15.00 12.00 — 13.00
Jum’at 09.00 - 15.00 11.00 — 13.00




Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul, Lantai 3 Barat Pendopo Parasamya.

b. Fax. 0274 367509

c. E-mail : ppid@bantulkab.go.id

d. Telepon: 0274 - 367509

e. Website PPID : ppid.bantulkab.go.id

f. Website Kabupaten Bantul : www.bantulkab.go.id

g. Website Dinas Kominfo Bantul : kominfo.bantulkab.go.id
h. Facebook Pemkab Bantul

. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta

kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik
di PPID Utama Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi 1
(satu) orang berpendidikan SMK dan 3 (tiga) orang berpendidikan sarjana.

. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 190.385.000,00 dengan

rincian penggunaan sebagai berikut :

No. Uraian Anggaran (Rp)

1 Belanja makan dan minum sosialisasi 41.020.000
PPID

2 Belanja ATK Sosialisasi 15.825.000

3 Belanja dekorasi (spanduk, banner) 12.000.000

4 Belanja penggandaan 16.440.000

5 Jasa narasumber 20.000.000

6 Honorarium transport peserta 53.300.000
sosialisasi

7 Honor Yuri PPID Award 1.800.000



mailto:ppid@bantulkab.go.id
http://www.ppid.bantulkab.go.id/
http://www.kulonprogokab.go.id/

8 Belanja barang untuk hadiah PPID 30.000.000
Award
Jumlah 190.385.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Jumlah permohonan informasi publik.
Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Bantul
dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-
mail dan melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan
informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung
maupun tidak langsung.

Nomor Nama OPD Jumlah Permohonan
Informasi Publik
1 Sekretariat DPRD 0
2 RSUD Panembahan Senopati 4
3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0
4 Dinas Kesehatan 495
5 Satuan Polisi Pamong Praja 40
6 Inspektorat Daerah 19
7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 19
Perlindungan Anak
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24
9 Dinas Lingkungan Hidup 278
10 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan 67
Perikanan
11 Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 49
12 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 5
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
13 Dinas Perdagangan 71
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 395
Perindustrian
15 Dinas Kebudayaan 3
16 Dinas Pariwisata 103




17 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 39
Kawasan Permukiman
18 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 41
19 Dinas Perhubungan 51
20 Dinas Komunikasi dan Informatika 16
21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 25
Terpadu
23 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 39
Pelatihan
24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35
25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 18
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 74
28 Bagian Administrasi Pemerintahan 6
29 Bagian Administrasi Pemerintahan Desa 0
30 Bagian Hukum 0
31 Bagian Administrasi Perekonomian 0
32 Bagian Administrasi Pembangunan 0
33 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 0
34 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 0
35 Bagian Organisasi 31
36 Bagian Humas dan Protokol 148
37 Bagian Umum 0
38 Kecamatan Bantul 10
39 Kecamatan Pleret 5
40 Kecamatan Banguntapan 0
41 Kecamatan Dlingo 0
42 Kecamatan Imogiri 0
43 Kecamatan Jetis 0
44 Kecamatan Kretek 5
45 Kecamatan Kasihan 65
46 Kecamatan Pandak 3




a7 Kecamatan Pundong 0
48 Kecamatan Srandakan 17
49 Kecamatan Piyungan 3
50 Kecamatan Pajangan 0
51 Kecamatan Sanden 23
52 Kecamatan Bambanglipuro 5
53 Kecamatan Sewon 21
54 Kecamatan Sedayu 69
Jumlah 2.330

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya ada, sejumlah 2.330

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak

ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa

informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil.

2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan
publik, nihil.

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang
berwenang, nihil.

4. Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.

6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.



E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

1.

2.

Kendala eksternal

Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi public

sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten

Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2019. Kendala-kendala

tersebut antara lain :

a.

Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap
informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan
sederhana;

Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas
dalam pelayanan publik;

Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda
kegiatan dan outputnya;

Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga
membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;

Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi
publik.

Belum semua Badan Publik memiliki Desk Layanan Informasi.



F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak
lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID
Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk
meningkatkan kapasitas petugas;

2. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan
tugas dan operasional PPID di Kabupaten Bantul lebih maksimal.

3. Pemerintah Kabupaten Bantul akan menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman PPID Desa.

4. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi
Daerah DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan
pelayanan informasi.

5. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang

keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Semoga laporan ini bermanfaat dalam
meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 31 Januari 2020
PPID Utama
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Lampiran |. KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

NO. KEGIATAN PELAKSANAAN
1 |Mengelola konten website PPID Januari — Desember
2 |Mengikuti rapat-rapat PPID :

- Rakerda Komisi Informasi Daerah 2019 12 Februari

- FGD Penyusunan Rancangan Perda tentang

Keterbukaan Informasi Publik 13 Februari

- Rapat Kerja IKP Kabupaten/Kota se-DIY 14 Februari

- Rakor Persiapan HKIN Tahun 2019 4 April

- Peringatan HKIN Tahun 2019 7 April

- Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2019 28 September

- Rapat Kerja IKP se-DIY 22 November
3 [Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul :

- Triwulan | 28 Februari

- Triwulan Il 24 Juni

- Triwulan Il 17 September

- Triwulan IV 21 November
4 |Pertemuan Forum PPID DIY :

- Provinsi 22 Februari, 22 Mei

- Kota 25 Maret

- Sleman 29 Juli

- Bantul 21 Agustus

- Kulon Progo 21 Oktober

- Gunungkidul 11 Desember
5 [Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa :

- Kecamatan Imogiri

- Kecamatan Dlingo

- Kecamatan Piyungan

- Kecamatan Banguntapan
- Kecamatan Bantul

- Kecamatan Pandak

- Kecamatan Pleret

- Kecamatan Jetis

- Kecamatan Kretek

- Kecamatan Pundong

- Kecamatan Bambanglipuro
- Kecamatan Sanden

- Kecamatan Srandakan

- Kecamatan Sewon

5 Maret
13 Maret
20 Maret
4 April

9 April

10 April
23 April
20 Juni

3 Juli

10 Juli

17 Juli

6 Agustus
8 Agustus

13 Agustus




- Kecamatan Pajangan
- Kecamatan Kasihan
- Kecamatan Sedayu

5 September
10 September
12 September

6 |Menyusun Peraturan Bupati tentang PPID :
- Menyusun Draft Perbup tentang Pedoman PPID 11 Maret
- Rapat dengan Dewan Pertimbangan membahas Draft
Perbup tentang PPID 25 Maret
- Pengesahan Perbup PPID 1 April
7 |Menyusun Peraturan Bupati tentang PPID Desa :
- Rakord intern draft Perbub SLIP Desa 11 November
- FGD Rancangan Perbub PPID Desa 14 November
8 [Membuat SOP tentang PPID : 12 Maret
- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
9 |Menyusun SK Kepala Dinas Kominfo tentang DIP :
- Rakord bersama PPID Pembantu membahas DIP 25 April
- Penyusunan Draft SK Kepala Dinas Kominfo tentang
DIP 26 April
10 [Menyusun SK Kepala Dinas Kominfo tentang DIK :
- Menyusun Draft SK Kepala Dinas Kominfo tentang DIK (19 Maret
- Melakukan Uji Konsekuensi 6 Mei
11 [Menyusun SK Bupati tentang Pembentukan PPID Utama 9 April
dan PPID Pembantu
12 |Membuat SK Petugas Desk Layanan Informasi 22 April
13 |PPID Award :
- Rapat persiapan PPID Award 7 Oktober
- Visitasi ke OPD Nominasi PPID Award 31 Oktober
- Penyerahan hadiah 18 November
14 |Studi Komparasi ke Pemerintah Kota Mataram 8 — 10 Oktober
15 |Membuat Laporan Tahunan PPID 31 Desember




Lampiran Il. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID UTAMA

Dokumentasi Kegiatan di Sosialisasi di Kecamatan

1. Kecamatan Imogiri, 5 Maret 2019

Tanggung Jawab PPID




2. Kecamatan Dlingo, 13 Maret 2019




3. Kecamatan Piyungan, 20 Maret 2019




4. Kecamatan Banguntapan, 4 April 2019




5. Kecamatan Bantul, 9 April 2019




6. Kecamatan Pandak, 10 April 2019




7. Kecamatan Pleret, 23 April 2019




8. Kecamatan Jetis, 20 Juni 2019
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9. Kecamatan Kretek, 3 Juli 2019




10.Kecamatan Pundong, 10 Juli 2019




11. Kecamatan Bambanglipuro, 17 Juli 2019




12.Kecamatan Sanden, 6 Agustus 2019




13.Kecamatan Srandakan, 8 Agustus 2019




14.Kecamatan Sewon, 13 Agustus 2019




15.Kecamatan Pajangan, 5 September 29019
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16.Kecamatan Kasihan, 10 September 2019
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17.Kecamatan Sedayu, 12 September 2019




Dokumentasi Kegiatan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul

1. Triwulan |, 28 Februari 2019




2. Triwulan II, 24 Juni 2019
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3. Triwulan Ill, 17 September 2019




4. Triwulan IV, 21 November 2019




Dokumentasi Kegiatan Forum PPID se-DIY

1. Forkom PPID di Kabupaten Sleman, 29 Juli 2019

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI




2. Forkom PPID di Kabupaten Bantul. 21 Agustus 2019




5. Forkom di Kabupaten Kulon Progo, 21 Oktober 2019




6. Forkom PPID di Kabupaten Gunung Kidul, 11 Desember 2019

DINAS KOMINFO GUNUNGKIDUL

APAT KOORDINASI
M PPID KABUPATEN/KOTA

Tema Acara :




Studi Komparasi ke Pemerintah Kota Mataram, 9 Oktober 2019




Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 oleh KID DIY, 3 September 2019
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Penghargaan PPID Award tahun 2019, 18 November 2019




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

JI. Robert Wolter Monginsidi No.1
Bantul, Yogyakarta, Indonesia 5571



